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Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa

K ementerian/L embaga/Satuan K erja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai disel esaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk
menjaankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada
prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan
serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-
penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa
pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut
dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara
dengan beberapa narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pel aksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagal penyelenggara adalah
menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaks Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/| serta Penyedia
Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik
Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang L arangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negara.

<hr><i>Government procurement is an activity to acquire goods/services of the
Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities
need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications.
In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations
state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's
procurement of goods and servicesin Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement
isreferred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several
speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in
accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt
the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I aswell as providers of goods
and servicesisto carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik
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IndonesiaNo. 5 Tahun 2008 tentang L arangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and
Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</i>



